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PR .TURAN PiEM:SRINTAII NO,31 TAHUN 1954.

Presiden Republik Indonesia.

tjara- pembajaran upah kepada pekerdja pemerintah;

" b. bahwa selama menuggu peraturan-peraturan jang lebih
lengkap,pada dewasa ini dianggap perlu mengadakan keten
tuan-ketentuan jang sama mengenai halshaglinjang berhu-~

L bungan dengan pekerdja Pemerintah;

Mengingat ¢ pasal 898 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Mendengar : Dewan Henteri dal m rapatnja jang ke-40 pada tanggal 16
Maret 1954;

Memutuskan:?

‘Menimbang: : a. bahwa hingza dewasa ini tidak ada persamaan mengenai

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan
ini,menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEK-RDJA PEMLRINTAH,

BoA Bad
Arti pekerdja,

Pasal 1,

Pekerdja menurut peraturan ini ialah/jang, terutama”berhubung.' Zmereka
dengan kebutuhan tenaga djasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam Sm-
atu djenis pertukangan,diterima untuk dipekerdjakan untuk waktu jang

tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan jang diberi upah ti-
dak menurut peraturan gadji jang berlaku bagl pegawai Negeri, sedangkan

pengehuaran-pengluaran guna gembajaran upah itu termasuk dalam biaja
usaha-usaha Pemerintah térsebut dan dibebankan atas anggaran belandja
Negara. ' ' LA B e

BAB IL
'HUBUNG AN-K5RDJA,
Pasal 2.

1. Hubungan-kerdja scorang pekerdja jang dipekerdjakan menurut peratu-
ran ini,mulai berlaku pada hari jang ditjatat dalam buku dinas se«
‘bagal tanggal penerimaannja oleh jang berhak menerima pekerdja.

2, Hubungan-kerdja berachir: :

%; djika pekerdja diberhentkikan atas permintaan sendiriy
"' mulai hari berikutnja ia dengan persetudjuan jang berwadjib me-
letakkan pekerdjaannja.
b. djika pekerdja diberhentikan karena sakit (tidak mampu bekerdja
berhubung dengan kggdaan djasmaninja): terhitung dari hari kepa-
- danja tidak ditakakanvpbmbajiaran upah lagi, setelah waktu termak-
_ sud dalam paszl 6 huruf A berachir, s
c¢. djika pekerdja diberhentikan karena tidak tjakap atau karena
hal-hal lain jang terletak pada jang bersangkutan: terhitung
dari ia berhubung dengan alasan-lasan tersebut tidak mendjalan-
kan pekerdjaannja lagi. :
. 4., djika pekerdja mengnggal dunia :terhitung dari saat ia meninggal -
dunia, : -
. e 4jika pekerdja diperhentikan karena hal-hal jang sematawmata
‘ terletak pada djawatan: terhitung mulai achir bulan berikutnje
bulan ia oleh jang berwadjib diberitahukzan tentang pemberhenti-
annja. . g “
f. djika pekerdija diberhentikan berhubune dencan keadaan tersebut
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Pasal 5. >

”EBesarnja upah hartan dipelbagai tempat dalam tiap-tiap Propinsi di-

: temapkah oleh Gubernur—Kepala D erah Janﬂ berswnpkutan termasuk pu-

.>:'

‘ 'setelah mendenfar pendapat sebuah panlpya setempat Jang dlbentuk
- menurut petundjuk Herdana_Menteri ‘CeQ+ Kepala Kantor Urusan-Pegawai.

Penetapan besarnja upah termasuk ajat 4-tersebut berlaku sete-

.lah mendapat persetudJuan Kepala Kantor Urusan Pegawal dan Menterl

; .2’.
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Keuangan. -
Ketjuali untuk beberapﬂ pekerdga jeng -pekerdjaannja mempunaal sifat

chusus,upah harian ditetapkan atas dasar bekerdga 7 djam dalam satu
hari atan 40 djam dalam satu minggu.

Jang dimaksudkan satu minggu ialah 7 hari berturut turut.
HAK-ATAS UPAH,

Pasal 4.
Pekerdja berhaV atas upah uniuk harl—harl ia sungﬂuh-sun gouh mendja-

- lankan pekerdjaannja.

Hak atas upah mulai hari seorang bekerdja mendgal nkan pekerdjaan,

Pokerdja: jang diberi kedudukan 1lain pada sesuatu djawatan Pemerintah
berhakaatgs %pah samp i pada hari’ 1apberhak manerléd penpha81lan d

jang bertalian dengan kedudulkan bari 1tu.._ 5
Menjimpang dari ketentuan tersebut ajat 1 dalka pekerdaa meneinggal

dunia,hak atas’ upah ﬂlmlllkl sampal dengan hari ia menlnggal dunla.

4 UPAH -~ LENBUR,-
Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi -ketentuan-ketentuan tentang besarnja.uvang-

lembur jang ditetapkan oleh Djavatan masing-masing jang mempunjai

peraturan chusus tentang waktu kerdja dan upah lehbur,maka untuk
pekerdjaan jang dilakukan diluar wakiu kerdja jang telah ditetapkan

baginja,kepada pekerdja tiap- tiap djam dzberlkan u@ah 1embur sebe-~

" sar 15% dari upah biasa sedjam,

Dalam menghitung upah lembur makat r;g». ; _
a, bagian waktu lembur jang tiap-tiap -kali kurang dari + djam diha~
puskan dan % djam atau lebih  dibulatkan mendjadi satu djam,

-~ b, upah biisa sedjam dltetapkdn 6/40 kall upah harian penuh dan di-

bulatkan keatas mendJad1 senan penuh,

PDMBAJARAN UPAH PADA ”AKEU TIDAV BMKBRDJA

Pasal 6.
WenJlmpang dirl ketentuan tersebut dalam pasal 4 ajat 1,maka dalam
hal-hal tersebut dibawah ini upah dibajarkan terus untuk hari-hari
bekerdja tidalk mendgalankan pekerdjazn. -

A, Djika pekerdja-sakit jang dinjatakan denédn surac keteran@ n dok-

. ter atau bila tidak mungkin untuk mendapwtkan surat keterangan
‘surat keterangan itu djika jang berwadjib berkejakinan bahwa pe-

kerdja itu sungguh-sungguh sakit,dalam hal nekerdJa ‘telah bekerd
dja berturut—turut°--:

a, 6 bulan atau lébih datapl kurang darl satu uahun kepadanaa di-
berikan’ upah penuh selama 30 hari dan Vemud14n upah separoh
e o Selama 50 -hard;
be 1" $ghun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun,kepadanja dibe-
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selama 90 hari;

e. 4 tahun atau lebih tetzpl kurang darl 5 tahun kepdddnga diberlkan upah
penuh selama 120 hari dan kemudian upah separoh selama 120 hari; .

f. 5 tahunata® lebih tetapi kurang.dari 6 tahun,kepadanja diberikan upah
penuh  selama 150 hari dan kemudian upah separoh selama 150 hari:

g. 6 tahun ‘atau lebih, kepadanja diberikan upah nenuh selama 180 hari dan
kemudian upah separoh selama 180 hari;

dengan pengertian,bahwa masa sakit jang dimulai dalam waktu 6 bulan alma—

nak setelah suatu masa sakit jang lebih dajulu berachir,dianggap bersam—

bungan dengan masa saklt jang dahulu itu.

B, Selama pekerdja tidak dapat mendjalankan kekerdjaan karena: 7
1. kesehatan terganggu.dan tidak dinjatakan dengan surat keterangan

dokter akan tetapi jang berwadjib j.akin akan hal itu, sebanjak-
Yanjaknja 2 hari dalam tiap-tiap trlwulan. !
2. haidh,padd hari pertama atau kedua.
C. Selama 1st1rah;t 12 hari kerdja jang diberikan tiap- tlap tahun almanak
' apabila pekerdja sedikit-dikitnja beferdga selama-1 tahun berturut-

turut,
D, Pada hari-hari pekerdja sedang dalam perdaalanan menudJu ketempat pe-

kerdjaan lain dtas perintah jang berwadjib,

B4’ Djika - seorang pe rerdja diperhéntikan menurut ketentuan dalam pasal 2
ajat.2 huruf e,maka djika kepadanja diizinkan untuk tidak masuk beker-
dja pada hari-hari setelah kepadanja diberitahukan ak n pemberhentian—
nja itu,kepadanja dlbanr tan upah penuh hlng a- hari pemberhentiannja.

P, Pada hari-hari libur resmi dan hari-istirahat mingguan,atau untuk .
Djawatab/Kantor jang mempunjai aturan tentang waktu kerdja sendiri-
pada hari-hari jang menurut peraturan waktu kerdja itu ditetapkan se-

~- bagai hari-istirahat berkala seperti hari istirahat mingguan.

G, Selama istirahat karena hamil. jang diberikan. menurat ketentuan—keten—

. tuan jang berlaku untuk pegawal Negeri; N

H., Karena adanja halangan sebagai berikut:: ' L R R :..Q
a. isteri pekerdja melahirkan anakj : : P
b. kematian isteri,suwami,anak,orangtua atau mertuanjaj

sebanjak—banJaknja selama tldak bekerdja 3 hari;
c. kematian orang lain dirumah kediaman pekerdja jang mendjadi tanggu-

ngannja,eselama tidak bekerd&a 1 hari;
_dengan ketentuan apabila pekerdja tidak dapat memberikan bukti-bukti -

"~ Jjang memenuhi sjarat—sgardt hukum tentang kebenaran dari kedjadian-
kedjadian itu, upah hanja dibajarkan apabila Jang berwadalb Jakln akan
" kebenarannja.
I, Dalam hal-hal lain setelah mendapat persetudjuan dari Kepala Kantor
Urusan Pegawai.,

-2, Djika karena hal-hal luar biasa jang berhubungan dengan kepentlnggn
Djawatan untuk sementara waktu pekerdjaan seorang pek rdja terpaksa
dihentikan,maka kepadanja dibajarkan separol upah selama waktu itu,te—
tapi seban;ak-banJQKnQa untuk 60 hari, | ~

5 A B IV

PEMBERI.N UANG LEPAS,

Pasal T

: 1.Kepada pekerdaa jang diberhentikan tidak atas kemauannja sendiri karena.

a. -perubahan susunan kantor/perusahan atau penghapusen kantor/perusahas

- an atau perubahan dJumlwh pekerdja sehingga tenaganja tidak diperw
lukan;

by tidak. tjakap;
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c¢. lebih dari 14 tahun sampai dengan 2 tahun diberikan uang lepas se-
. besar 2 bulan upah penuh;
d. lebih dari 2 tahun s/d 22 tahun dlberlkan uang lepas sebesar: 2%
bulan upah penuh '
e. lebih dari 2% tahun s/d 3 tahun diberlkan uang lepas sebasar: 3
. bulan upah penuh; : ;
“f. lebih dari 3 tahud s/d 3i tahun diberlkan ua&g lepas 'sebasar: 3
, bulan upah penuh 3 _
- g. lébih dari 3% tahun s/d 4 tahun diberikan uang . lepas sebesar‘_4
“ "~ bulan upah- penuh; i ’
h. lebih dari 4 tahun dlberlkan uang lepas tambahan sebasar 1 bylan
upah penuh untuk tiap-tiap masa kerdja berturut-turut 3 tahun pe=-
nuh.
3.Jang. dlmaksudkan dengan upah penuh satu bulan adalah 30 X updh harlan
. penuh jang: terachir; -
4 Pemberhentian karena saklt tersebut dlatas dilakukan setelah memper=
hatlkan ketentuan—ketentuan dldalam pasal 6 aaat 1 huruf A.-,;
: B A B Wi
PEMBE! RTAN TUNDJ ANG AN KDMAPI&N
‘ ‘Pasal 8. : , P
Kepada djanda pekerdja,anak-anak atau anak saudaranja,diberikan tundja-
" ngan kematian sebesar 1+ bulan upah penuh jang mendjadl haknja pada
. saat pekerdja itu meninggal dunia., : .

B A B VI, ,
TLNTANG BUKU DINAS.

Pasal 9.

" Untuk tlap-tlap pekerdaa diadakan buku dinas jang bertuknja dltetapkan
oleh XKantor Urusan Pegawai,dan dalam buku dinas itu sleh jang berwadjib
ditjatat . keterangan-keterangun dan ketentuan—ketentuan mengenal peker—
dja jang bersanﬁkutan. ;

B A B, VELS 5
PERALIHAN,
Pasal 10.

Ketentuan—?etentuan tentanv besarnJa upah Jang ada pada saat peraturan
ini diumumkan,tetap berlaku hingga ada zenctipan laln jang diatur menu-
rut pasal 3 peraturan Tk ‘ ' o

Pasal 11.

““Hal~hal jang belum diatur dalam peraturan ini dltetapkan oleh Menteri
jang bersangkutan dengan persetudguan Perdana Menteri c. q. Kepala Kantor
Urusan Pegawai. ' :
: Pasal 12,

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ﬁlundangkan. . -

Agar supaj: setiap orang dapat mengemahuinja memerintahkan penﬁun—
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalom Lembaran Negara
Republik Indanesia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1954,

Presiden Republik Indon981a,
- ttd. &karno. f

Perdana Menteri, = =

ttd,A1i Sastroamidjojo.
Menteri Keuangan,



Pendjelasan
P.P.31/1954.

- Pendjelasn Umum: :

Pemberian upah kepada pekerdja-pekerdja jang diperkerdjakan pada pexrba-
gal usaha Pemerintah hingga kini dilskuken menurut peraturan-peraturan
jang berlainan, jang berlalu didaerah-~-daerah untuk masing-masing daerah
itu,

Dianggap perlu untuk selekas mungkin mengadakan persamaan dan per-

baikan dalam ketentuan-ketentuan tentang pemberian upah kepada para
pekerdja termaksud,

Karena itu maka disusunkah Peraturan Pemerintah ini, jang akan ber-
laku bagi semua pekerdja jang dipekerdjakan pada pelbacai Djawatan/
Kantor /Perusahaan Pemerintah, ;

Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1.
Menurut pasal ini "pekerdja Pemerintah" ialah pekerdja jang dipekerdja-
kan pada djawatan-djawatan,biaja upahnja dibiajai dari belandja jang
disediakan untuk membelandjadi pelbagai usaha Pemerintah dan dibebankan
atas Anggaran Belandda Negara dan diterima untuk waktu tidak terbatas.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pekerd%a gang diterima untuk wak-
tu terbatas,umpamanja pekerdja jang hanja diterima untuk dipekerdjalan

pada suatu pekerdjaan tertentu atau selama walktu jang ditentukan;waktu
hubungan kerdja adalah terbatas,ialah sampai selesainja pekerdjaan atau
berachirnja waktu itu. D 1 m hal ini hubungan kerdja terputus dengan

sendirinja, sehingga tidak ada soal melepas pekerdja. Begitu pula peker-

dja jang diterima untuk membuka dan menanami sutau bidang tanahjhubu-
ngan kerdja putus dengan sendirinja,apabila bidang tan:h itu selesai di-

kerdjakan. Sama halnja dengan pekerdja jang diterima untuk mendjalankan
pekerdjaan musim;tiap~tiap kali sehabis pekerdjaan musim itu, hubungan
kerdja berachir dengan sendirinja.

Pasal 2.

Beberapa ketentuan mengenai pegpherian upah kepada pekerdja uwntuk hari-
hari ia tidak mendjalankan pekerdjaan karena pelbagai alasan,didasar-
kan pada lama masa kerdja,misalnja pembajaran upsh dalam wakiu sakit,
pemba jaran upah dalam hari-hari istirahat tahunan, Masa kerdja ini di-
hitung mulai dari tanggal jang ditjatat sebagal tanggal penerimaan pe-
kerdja dalam buku dinas. e

Jang dimalsud dengan: "Jang berhak menerima pekerdja" ialah Kepala
Djawatan/Kantor jang bersangkutan atau pegawai djawatan setempat jang
mendapat kekussaan untuk mererima pekerdja. Dalam pasal ini ditetapken
pula bila hubungan kerdja berachir., Maksud dari ajat 2 hruf e ialah
agar supaja pekerdja tidak dilepas dengan sekonjong-konjogg,akan' tetapi
-hendaknja kepadanjz diberitahukan terlebih dahulu sedikit-dikitnja
sebulan sebelum pemberhentiannja. : e

Pasal 3..

Gubernur dengan Panitya Upah Setempat menetapkan upah sehari untuk pel-
bagai golongan pekerdja.. Upah sehari ini didasarkan pada pekerdjacn 7
djam sehari atau 40 djam seminggu, sehingga apabila waktu kerdja tiap-
tiap hari/minggu ditetapkan lebih atau kurang dari 7 djam sehari/40
djam seminggu,maka besarnja upah sehari dengan waktu kerdja jang lebih
atau kurang lama itu dapat ditetapkan seimbang dengan upah sehari jang
ditetapkan oleh Gubernur.

Ditetapkan pula,bahwa 1 minggu berarti waktu selama 7 hari berturut-

g N
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Pasal 4.
Maksud dari ajat 1 1alah ‘bahwe tidak dibajarkan upah,apabila pekerdja ti-
dak mendJalankan pekerdjaannja dengan tidak ada alasan jang sahy Dengan
ajat 3 kepada pekerdja diberikan djaminan pemba jaran upah untuk har12 ia
tidak dapat mendjalankan pekerdjaan karena pemindahan,

Djika pasal 2 ajat 2 d menentukan,bahwa hubungan kerdja berachlr pada
saat pekerdja meninggal dunia,maka aJat 4 pasal ini menetapkan bahwa hak

atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meningsal dunia.

Pasal b

Jang ‘dimaksud dengan Ywaktu-kerdja",ialah waktu kerdja jang ditetapkan
~untuk pekerdja jang bersangkutan dan bukan waktu selama Djawatah-djawatan
Kantor—kantor/?erushaan—perushaan dibuka untuk mendjalankan usahanja.
Pekerdjaan diluar waktu keérdja adalah kerdja-lembur,Dengan demikian,
maka apabila waktu kerdja seorang pekerdja pada hari djumat misalnja 5
* djam, makd pekerdgaan dihari itu seleblhnaa dari 5 djam termasuk kerd ja-
lembur.,
- Waktu istirahat atau waktu makan tldak alhltung "waktu—kerGJa" .0Oleh

karena itu dengan sendirinja pekerdjaan jang dldJalanPdn pada waktu-waktu
itu merupakan kerdja-lembur.

Ketentuan ajat 1 menundjukan bahwa beberapa dJawatun Jang mempun jai
“aturan waktu kerd3a[send1r1 mlsaana 9 djam sehari/54 djam seminggu,atau
5 djam sehari/30 djam seminggu,dan jang mempunjai peraturan tentanb per-
hltungan upah lembur tersendiri tidak terikat oleh ketentuan ini. /ter

P.rn \HITUNGAN UPAH LsMBUR:

Pada umumnjd pekerdga berhak menerima upah sebesaf 6 kali upah harian
untuk békerdaa 40 djam daham satu minggu, sechingga upah 1 djam 6 kali upah

A

harian dibagi 40. Acdapun upah jang dibajakkan pada hari istirahat-minggu-
an, sebagai termaksud, dalam pasal 6, adalah sediklt banjak merupakan djami-
nan sosial, -

Besarnja upah lembur dltetapkan 150% upah blasa. Ini berarti bahwa bu-
at tiap-tiap djam kerdga—lembur dlbaaarkan upah blasa (100%) aitambah de-
ngan 50% 7
, Pasal 6.
ﬁSesunggqhnga pada dasarnja,upah dibajarkan untuk hari- barl nekordga sung-

-guiwsungguh mend jalankan pekerdgaannga, namun | sekedar sebagai djaminan
sosial dalam huruf A s/d I pasal ini ditjantumkan ketontuan—ketentuan ten-

tang pembagaran upah terus kepada pekerdja-pekerdja,meskipun mereka tidak

.;bekerdaa. v

Jang dimaksudkan dengan hari Kerdja (ajat 1 ,¢) ialah hari-hari jang

telah dltetupk 'n sebagai hari kerdja untuk pekerdja jang bersangkutan,

- Pada umumn ja kepada mereka diberikan 1 hari istirahat tiap2 kali ia te-
- lah bekerdjabhari beruurut-turut,sd n tetapi Dj: watan/Kantor dapat menen-
tukan aturan waktu-kerdja atau aturan hari istirahat berkala chusus un-
tuk  pekerdja-pekerdja pada Djawatan/Kantor tersebut. Dapat ! itentukan mi-
“salnja,bahwa tiap-tiap 5 hari atau tiap-tiap 8 hari berturut-turtt diberi-
kan satu hari istirahat. Dalam ajat 1,huruf F pasal ini hari-ahri ‘istira-
-hat berkala sematjam itu disamakan dengan hari istirahat mingguan.

. | Apabila hari istirahat mingguan atau hari istirahat berkala termak-
- sud djauh bertepatan denggn suatu hari libur resni, maka hanga dlbaJErkdﬁ

) upeh -sebesar upah sehari untuk hari itu, -

Dengan ketentuan dalam ajat 2,pasal ini dlmaksudkan pemberlan tun—_ 1
“'djangan selama pekerdja tidak dapat diberi pekcrdgaan kdrena usaha Djas =
watan/Kantor untuk sementara dihentikan, :

' Sesudah berachirnja 60 hari,pekerdja dlkevdjakan kembali atau di-
" berhentikan dengon pemberlan uang lepas.
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Dalam pasal ini ditentukan dalcm hal—hal mana kepada pekerdga Jang di-
berhentikan dapat diberikan uang lepas.
Apabila pekerdja dilepas karena permintaun sendiri atau karena
kesalahan sendiri,kepadanja tidak diberikan uang lepas,
) Maksud ajat 4 ialah; bahwa pemberhentian pekerdja kareha sakit
baru dapat dilakukan,setelah masa menerima upah selama sakit berachire

" Pasal 8,
Tund jangan kematlan dlberikan kkepada dganda/suaml pekerdga, L
Eeluw-djanda/suami tidak ada,tundaungan itu diberikan kepada anak-
anaknja,dan djika tidak mempunjai anak kepada anak saudaranja.

Pasal 9.'

Untuk tiap-tiap pekerdja Giadakan 2 buah buku—dlnas jang kedua—duanga
disimpan oleh Djawatan/Kantor jang bersangkutan. Jang sebuah mendja-
di milik pekerdja dengan penggantian harganaa. Pada waktu pekerdja
berhenti/diperhentikan,maka buku dinas jang mendgadi miliknja dlse—
rahkan kepadanja.

Dalam buku-buku dlnas ini dltJatat segala hal jang perlu guna
menghltung masa kerdja untuk rupa-rupa keperluan,begitu pula untuk
pemberian pembajaran dalam hal pekerdja tidak mendgalankan pekerdaa—
an karena saklt dan lain-lain.-

Pasal 10,
Tjukup djelas.

=Tambahan Lembaran Negara No.567=
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Henimbeng ¢ a. balwa hinggs dewasa ini tidak ada persamasn memgenai tjara
aren upah kepada Pekerdja Femerintahj

be gementars mEnUNZSM pera eraturan lebih
— ten;htpﬁ:gn mm Jang m’:g.
ET sema
dengan pke:ﬂ;:.n%emermm;

Menzingat s pasal 98 Undang-Undang Dasar Semeatare Republik Indonesiaj
Wswumtmmmmmnwpaﬂatgl.lﬁm
E
UEMUTUSBSKAN:

rerbatalkan segala ketentuan jongz bertentengem dengsna
peraturan ini, memetepkan:

PPERATURAN TENTANG FPERERDJA PEMERTNTAR™

ARTT PRKEHDIA.
Pasal 1.
Pekerdja mepurut peraturan ini ialah mareks Jenm terutams berhubung
dengan kebubtuhan aken tenogz djasmani dsn/atoun ketamghkasen mareka dalam

sesuatu djenis pertm:!mgan diterins wntuk dipekerdjskan untuk waktu tidak
terbatas ps daﬁe baged uma Pemeringah dor jang diberi upah tidak menmurut

pemtumn ang berlakn Pegawal Negeri, sedangkan pengeluarane
pmgh P’ memba jar upsh tutggxasukdalaimaammm-
te t dan dtbeb&n atas anggaran belandja Negarae.

BAB II,
{ wobdal £

Pasal 2.

(1) Mubungan=kerdja seorang pekerdja jang diterims un m
memmt raturan n.r"_? malai bergghlﬂd j 3ang ditjag
ﬁm pencrimaannja oleh jang berhsk
2) M ja berachir:
ae d.,;im ﬁﬂrﬂdn diberhentiken atas perminteon sendiri:
1:erd;1 beﬂ.ln:tn;ja in denran persetudjuan jeng berwadjid meletakkan
ne

be djika pekenl;[a diberhentikan karvena sak:.t(tidak mu—b?@iﬁa) bam-
bung keadaan djasmaninjas terhitung dexti hari
Jéemb%qim upah lagi, setelah waktu beruaksud pasal 6 humaf A
erechim;
c. djika pekerdija diberhentikan kavena tidak tigap abou karens hal-hal
jeng lain jany terletak pada Jang bersangkutem: terhitung darli ia ber-
hubung deagan aJasa:Hlasan tersébut tidak mendjalankan pekerdjaannja

de djaﬁa pekerdja meninggzal clum.a: texhitung dard saat ia ne duniag

e. djika pekerijae diberhentikan kervens hal-hal Jjang semaba-mata terletak
pads. Djawatan: terhitung mulal achir bulan berdilm 'bu}an ia oleh
23::45 berwadjlb diberitabukan tentang pemberhenti

fo djika a diberhentikan berhubuns dengan keam temm dalam
nasgl © ajat 23 terhitung mulel hari berdimtnje mesa 60 hari tersebut

dalanm ajat itu.
B
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Penetapan besarnja upah termaksud ajat a tersebut berlakm setelah
mendapat persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegewol dan Menteri Keu-

11880

(2) Eetjuali untk beberaspa pekerdjz jang pekerdjoannja mempunjai sifat
chmsus upah harian ditetapkan atas dasar bekerdja 7 d4jsn dalam satu
hari atau 40 djam dalam satu minggzu. :
Jang dimaksudkan dalam satu minggh ialah 7 hari berturub-turut,.

HAK ATAS UPAH,
Panal 4.

(1) Pekerdja berhak atzs upah untuk hari-hari ia sungguh-sungguh mendja
lankan pekerdjaannjae.

EB) Hak atas upah mulai hard seorans pekerdja mendjalankson pekerdjaane

3) Pekerdja Jang dibzri keduwdukan lain pada sesuatu djawatan Pemerin-
tah, berhak atas upah sampai peds hari ia berhak menerima penghasim
an Jjeng bertalian dengan kedudukan baru itu.

(4) Menjimpang dori kebtentusn bersebut ajat (1), djika pekerdja mening-
gal #unia, hak atas upah dimiliki sampai dengen hexi ia meninggal

dunia.,
UPAH IE&ENBUR.

Pagal S,

(1) Dengsen tidak mengrangl letoninar-ketentuan tenteng besarnja upah
lembur jJjang ditetapken oleh Djawaton masing-masing jang mempunjai
peraturan chusuc tentong wakbu kerdja dan upah-lembur, maka unbtuk
pekerdjaan Jang dilskuken diluar wakbtu—kerdja jang telah dibetapkan
baginja, kepada pekerdja tigp2 djam diberikan upsh-lembur sebesar
150% daxd upsh blasa sedjsm.
(2) Dalam menghwtung upah-lembur msekal
8. bagian wakbu lembur jang tiap-tisp kalli kurang dari Y2 djam di-
hapuskza dan /2 djam ateu lebih dibuletkan keatas mendjsdi satu
djems;
b, upah biasa sedjam ditetapkan 6/40 kali upah harian penuh dam di=
buletkan keatas mendjadl senon penuh.

Pasal 6,

(1) Menjimpsng dari ketentuan tersebut dalam pasel 4 zjat (1), maka dam
lam hel-hal tercebut dibawer ini upah dibajorkan terus untuk bari-
hari pekerdja tidak mendjalankan pekerdjacn.
A, djike pekerdla sakit Joung dinjabtaksn dengsn surat-keberangan
dokbtor atan bila tidsk wungkin untuk mendapetkan surat-ketera-
ngan igu djike Jang berwadjib berkejekinan bahwa gekerdja itu
sungguh~sunggh sokit, dalom hal pekerdja telah bekerdja berturut-
turuis:
a2« 6 bulan abau lebib tetapi kurang dari 1 tahun, kepadanja di-
beriken unah penuh selama 30 hard dan kemudian upsh separoh
selama 30 hexris ' .

be 1 tahun atau lebih tetapi kureng dari 2 tahun, kepadanja dibe=
rikan upsh penuh 60 hoxi don kemudian upah separoh selapa 30
haris

ce 2 Hzhuu atau lebil tetapi kurang dari 3 tahun, kepadanja dlbe-
riksn upsh penuh selams GO hawi den kemudien upah separoh se—
lama 60 haris

d. % tahun atau lebih bGebopi kurang dard 4 tahun, kepadanja dibe-
rikan upah penub selesma 90 haxl dan kemudian upah separoh se-
lama 90 harig

€. 4 tahun atau lebih tetapl kurang dari 5 tahun, kepadanja dibe-
rikan upsh penuh selama 120 hard den kemudian upah separoh se-
1sma 120 haris "
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dengan pengerdtian, bahwa masa seiit jang dimulai dolem wakiu 6 bulan
almensk sctelah suatu masa sakit jJang lebihmm.ﬂm

TS amMiNuT. 2R mm mt 3

$7

dokter wwmﬁ%nga?m ekan hal itu o mbz:eajah-hu—
2, heddh, hari pertama den kedua,
Selama 12 hari kerdja jang diberikan tiap-tisp talun slmensk,
mbﬂa pekexdja sedilit-dikitnjs tolch hekerdja selems 1 tahun ber=

mmmwmmwmmmmmmtw

hrddamla#.n berwad jib
dihaﬁﬁﬂmn penurul ketentuan dalam pesal 2

SCOrong
2 et melke. kepadanja diideiniem untux tidak masuk ken-
Tda hei-heri seb kepedanja dlberi tahukern almn peiberbentiane
tuy kepadenja dibujarkan upab penuh hingge hard "
Pada bari-beri libur mmi dau hari-istirvehat-minssusn, atou untuk
Djawsten/Konbor jang mempungjad aturan tentang waktn a gendiri
hari-hari jang menurut peratuvron wakin kerdje itu ditetapkan sew
hari-istirchat-berinla seperti hari-ietirehat-mingsguen,
Se. istirehat karena bamil g diberilow wmenurulb kelentuan-kelben—

tusn & bexrlakn untmk 2l Fegeri,
Earens gebagsal berikat:
2. isteri molahirien ansk;

gelama tidak bekerdjs satu hori;
be Kemmiian isteri, svemi, anck, creng tua aten mertuanjas
sehanjale-banjaimja selems ¥idek bekerdja 3 hazis
Ce Kemablan orang Jmndummhmaiamnpohamdadmgmnd#aﬁim
gungennja, selams Gidak belkerxdja 1 horis
ggﬁun ketenbuan, bakwa kam;ja tidck dopat memberikan bukbi-
1 jong memenuhl slare hukmn tentang kebenaran dari

kedjam-
d!nn-ir&djaﬁian itu, upah b.‘m.m gibejarken apabila jang berwadjib Jakin
Da.laa hal-hi ﬁg seteleh mendapet persetudjuan dord Kepals Kanbtor

Umisan Pegawal,
(2) Djika kavema hal-hal luar Liaga Jeng berhubungan

-imm untuk sementors wzltbu pekerdjesn mm% th? di~-

ptikon, molke keps ﬂan;ja dibejerieon gpepareh upsh selams waktu

Fi ecpanjalt=pan 1ok unt\ﬂ.{' @ h‘:mi.

(1) Eepada ijajens diberbeatikan tidsl: abes kemausn sendiri kerenzs |
8¢ Pe susan zantor/perusahonn atau penghapussan W;mb
an abow perubshan djunlsh pekerdja schingsps lLenagemja tidsk L=

De
‘30

kans
tidak Vielsep s
sakit

;
uang; lepas scbugaimens ditemtukam dalem ajab 2 pasal ini,

e2) A;:abila pfke.wj'* pada gt pembevhentiammio mempunjail masa-knerdja bertu-
TUG~tuiuwGe
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e
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1 tehun aten kureng, diberdikan - lepes sebeger 1 hﬂmtiahpemnh:
lebih darl 1 tahun m@at denp:an 2 tgb.un. diberiken

besor 142 bulan upeh penvh;

lebih dazi 1V2 tohun 5/4 2 telum diberilkan uang lepas sebegar 2 tulan

upal penuh;
J.em darl 2 tatum s/d 212 talnm diteviksn uwang lepas sebesar 2V2 ta-

i.gﬁhdﬁrgmlatahmtfd.Bmm diberiken uamg lepas sebesar 3 bu=-
1amaugﬁmﬁd5/2tm&1hm:ikanmahpaamhm?fzh-

T Sttt ne TR w
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(3)mmmwmmmmmmx@ahm

mﬂ:ﬂm diabas dilalmkan setelah memperha-
tim mmkamm didalam posal 6 oot (1) haemf A,

Eepada djanda pexerdja, town samell sandaranjo,y
W m?iézm vc‘ba.;ai' 172 pud ugaﬁupmh .‘lgg.v merdaadi }mlnja pada

Untul tiap-tizp pekerdje dladakem buku dinas jangz bentuknja ditataem
oleh Kantor Uruscn Pegewal, dan dalam bultu dinas 1 oleh;]angbem
d:l.t;]aﬁat Wtemnsan dan ketentuan-letentuan mengenai mbﬂ%&

Ketentuen-ketentusn tentang besarnde wpsh saat peratue
mmmmbeﬂmmmgmmhinmﬁmm
nurat passl 7 peraturan ini.

fHal=hal jenz bdum ditur dslsm peraturen ini ditetapken oleh ilenteri

gangbenmtmdmmhﬂdmmmm ¢s0. Kepala EKantor
rusan Pegewai,

Leeal 120,
Peraturem inl mulal Lerlaku pada harl diundpglex,

Ager m,pa;ja setiap orang d@a‘b tahul, memerintahksn pengundsnga:

SUKARENO.,

- PERDANA MENTERT
(e6ed.) ALL SASTROADMIDIOTO.

Diund e, - MENTERI KEUANGAN,
pada Mm? ﬁ 1954, (t.t.ds) ONG ENG DIE,
(tetele) DICDO GONDOKUSUNO.



